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 Abstract : The background underlying the discretionary 
determination of simple evidence in the PKPU trial is to facilitate an 
effective and efficient trial process, so as to accelerate the resolution 
of bankruptcy cases and reduce losses experienced by creditors. 
Discretionary determination of simple proof in the trial of the 
application for bankruptcy and postponement of debt repayment 
obligations (PKPU) is a very important process in determining 
whether a company is in a state of bankruptcy and needs to be 
resolved against debts that have not been paid. In this trial, 
discretionary determination of simple evidence has an important 
role in facilitating an effective and efficient trial process, ensuring 
justice for all parties involved, and accelerating the resolution of 
PKPU cases. It is important to minimize the potential for abuse or 
violation of the rights of the parties involved in the trial and ensure 
that court decisions are based on the principles of fairness and 
validity of applicable law. In order to resolve the PKPU case and 
prove the claims or demands raised by the parties, the PKPU trial 
requires a simple but effective proof stage. Discretionary 
determination of simple evidence in the PKPU trial aims to facilitate 
an effective and efficient trial process, ensure justice for all parties 
involved in the trial, and accelerate the process of resolving PKPU 
cases. 
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Abstrak : Latar belakang yang mendasari penentuan diskresi alat 
bukti sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk 
memudahkan proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga 
dapat mempercepat penyelesaian perkara kepailitan dan 
mengurangi kerugian yang dialami kreditur. Penetapan secara 
diskresioner pembuktian sederhana dalam sidang permohonan 
pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 
merupakan proses yang sangat penting dalam menentukan apakah 
suatu perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diselesaikan 
terhadap utang-utang yang belum dilunasi. Dalam proses 
persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang 
dimohonkan pailit atau PKPU benar-benar ada dan tidak sehat 
secara finansial. Penting untuk meminimalkan potensi 
penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak para pihak yang 
terlibat dalam persidangan dan memastikan bahwa keputusan 
pengadilan didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan 
hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan perkara PKPU dan 
membuktikan tuntutan atau tuntutan yang diajukan para pihak, 
maka sidang PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang 
sederhana namun efektif. Penetapan alat bukti sederhana secara 
diskresioner dalam sidang PKPU bertujuan untuk memudahkan 
proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin keadilan 
bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan 
mempercepat proses penyelesaian perkara PKPU. 
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PENDAHULUAN  
Persidangan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) 

merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang 
mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya. Dalam persidangan ini, 
terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pembuktian sederhana. 

Pembuktian sederhana merupakan suatu cara untuk membuktikan klaim atau tuntutan 
yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan PKPU. Dalam hal ini, pengadilan memfasilitasi 
terjadinya diskresi atau kebebasan dalam menentukan cara dan jenis bukti yang diperlukan untuk 
membuktikan klaim tersebut. 

Namun demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah bukti yang 
diajukan sudah cukup memadai atau tidak. Jika bukti yang diajukan masih diragukan 
keabsahannya, pengadilan dapat menolak bukti tersebut. 

Dalam konteks ini, latar belakang yang mendasari diskresi penentuan pembuktian 
sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memfasilitasi terjadinya proses persidangan 
yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus kepailitan dan 
mengurangi kerugian yang dialami oleh para kreditur. Dengan cara ini, pembuktian sederhana 
dapat menjadi suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh 
perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan. 

Selain itu, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU juga 
memiliki tujuan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. 
Dalam proses pembuktian, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan klaimnya 
secara adil dan objektif. Dengan adanya diskresi penentuan pembuktian sederhana, hak-hak 
tersebut dapat dijamin terpenuhi tanpa harus membebani para pihak dengan tuntutan pembuktian 
yang terlalu rumit atau berbelit-belit. 

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan kebangkrutan 
dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan proses yang sangat penting 
dalam menentukan apakah suatu perusahaan berada dalam keadaan pailit dan perlu dilakukan 
penyelesaian terhadap utang-utang yang belum terbayar. Dalam proses ini, terdapat dua aspek 
yaitu das sein dan das solennya. 

Unsur yang menyangkut keberadaan atau eksistensi suatu perusahaan. Dalam proses 
persidangan, hakim harus memastikan bahwa perusahaan yang diajukan permohonan 
kebangkrutan atau PKPU benar-benar ada dan tidak dalam keadaan yang sehat secara finansial. 
Hal ini penting untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan 
kebangkrutan atau PKPU. 

Sementara itu, das solennya menyangkut tata cara dan prosedur yang harus diikuti dalam 
proses persidangan PKPU. Dalam proses ini, hakim harus memastikan bahwa semua pihak yang 
terlibat, termasuk penggugat dan tergugat, memiliki hak yang sama untuk mempertahankan diri 
dan memberikan alasan-alasan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang 
diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu 
pihak. 

Namun, dalam proses persidangan PKPU, terdapat ruang lingkup diskresi yang harus 
dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pembuktian sederhana. Hal ini dapat terjadi 
karena terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan interpretasi antara penggugat 
dan tergugat mengenai bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim 
harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam menentukan 
pembuktian sederhana, seperti keadaan finansial perusahaan dan catatan keuangan yang jelas. 

Dalam hal ini, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan 
kebangkrutan dan PKPU dapat membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan 
lancar dan keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak 
memihak kepada salah satu pihak. Namun, penting untuk diingat bahwa diskresi harus dijalankan 
dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk 
memastikan bahwa rasa keadilan dalam perkara dapat terpenuhi. 
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Selain itu, penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana juga dapat mempercepat 
proses persidangan, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan kasus PKPU. Hal ini dapat membantu perusahaan atau badan usaha yang 
mengalami kesulitan keuangan untuk segera mengatasi masalah keuangannya dan melakukan 
restrukturisasi bisnisnya. 

Dalam praktiknya, diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU 
sering kali menjadi topik yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan 
penggunaan diskresi oleh para hakim, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap 
adanya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan. 
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan diskresi 
dalam persidangan PKPU untuk menjamin keadilan dan keabsahan keputusan pengadilan. 

Saat suatu perusahaan atau badan usaha mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu 
membayar utang-utangnya, persidangan PKPU menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam persidangan ini, diskresi penentuan pembuktian 
sederhana memiliki peran penting dalam memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif 
dan efisien, menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mempercepat penyelesaian 
kasus PKPU. 

Sebagai individu atau pihak yang terlibat dalam persidangan PKPU, penting untuk 
memahami dan menghargai penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana oleh 
pengadilan. Kita perlu memperhatikan bahwa diskresi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan 
masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan atau badan usaha secara adil dan objektif, 
sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi semua pihak yang terlibat. 

Selain itu, sebagai masyarakat yang berperan dalam menjaga keadilan dan efektivitas sistem 
hukum, kita juga perlu memperhatikan dan mengawasi penggunaan diskresi penentuan 
pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi 
terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan dan 
memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan 
keabsahan hukum yang berlaku. 

Dalam rangka menyelesaikan kasus PKPU dan membuktikan klaim atau tuntutan yang 
diajukan oleh para pihak, persidangan PKPU memerlukan tahapan pembuktian yang sederhana 
namun efektif. Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU memiliki 
tujuan untuk memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif dan efisien, menjamin 
keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan, dan mempercepat proses penyelesaian 
kasus PKPU. Meskipun kontroversial, penggunaan diskresi dalam persidangan PKPU tetaplah 
penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas persidangan. 

Dalam Penelitian ini, mengangkat dua permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan 
implementasi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan 
PKPU? Dan Bagaimana diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan 
Kepailitan dan PKPU dalam mewujudkan kepastian hukum? 
 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat 
kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). 
Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, Skunder dan Tersier dengan teknik 
pengumpulan dilakukan pada penelitian kepustakaan. Proses menganalisa bahan hukum 
dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang bersumber pada data sekunder. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Pengaturan dan Implementasi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan 

Permohonan Kepailitan dan PKPU 
Secara umum pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak 
yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan 
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sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan bahwa dalil-dalil yang mereka 
kemukakan adalah benar. Dalam tahapan pembuktian, para pihak yang berperkara 
membuktikan adanya hubungan hukum yang terjadi sebagai dasar gugatan/permohonan yang 
diajukannya. Tentunya tidak semua dalil atau dasar gugatan/permohonan yang harus 
dikabulkan, sebab dalil atau dasar yang menjadi posita gugatan/permohonan yang tidak 
dibantah atau disangkal bahkan diakui kebenarannya oleh pihak lawan itu tidak perlu 
dibuktikan lagi dalam persidangan. 

Adapun khusus dalam pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga itu berlangsung 
lebih cepat. Hal ini dikarenakan UUK-PKPU memberikan batasan waktu proses perkara 
kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara 
lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian 
sumir. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU (Sophar Maru Hutagaling, 
2019). 

Pembuktian dimaksudkan untuk meyakinkan hakim niaga terhadap fakta atau dalil-dalil 
(posita) yang dikemukakan dalam permohonan pernyataan pailit. Pembuktian dalam perkara 
permohonan kepailitan sangat diperlukan jika pihak lawan membantah dalil-dalil permohonan. 
Jika pihak lawan tidak menyangkal dalil-dalil yang diajukan, maka pihak yang mengajukan 
dalil-dalil tersebut tidak perlu membuktikan dalilnya. 

Semua perselisihan mengenai hak milik, baik utang piutang, atau warisan dinamakan 
perselisihan mengenai hak-hak perdata yang termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau 
pengadilan perdata. Hakim merupakan alat perlengkapan/penyelenggara negara yang bertugas 
menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam 
perselisihan atau perkara perdata. Hakim itu memutuskan atau menetapkan, bahwa salah satu 
pihak adalah pemilik sah atas suatu rumah atau tanah tertentu, atau bahwa pembeli barang 
sudah membayar lunas utang harga barangnya kepada si penjual, dan lain sebagainya yang 
merupakan perkara/sengketa perdata. Tugas hakim pengadilan yang diuraikan secara singkat 
di atas adalah menetapkan ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, yakni 
menetapkan apa yang menjadi “hukum” bagi dua pihak yang berperkara atau bersengketa.  

Dalam perkara yang berlangsung di muka hakim pengadilan masing-masing pihak 
mengajukan dalil-dalil (posita) yang saling bertentangan atau berbantahan, dan tugas hakim 
untuk memeriksa, mempertimbangkan serta menilai dalil-dalil yang terbukti dan yang tidak 
terbukti, selanjutnya hakim akan memutuskan apakah gugatan atau permohonan dikabulkan 
atau ditolak/tidak diterima.  

Pengaturan dan implementasi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan 
permohonan Kepailitan dan PKPU: 
1. Pengaturan Penentuan Pembuktian Sederhana 

Penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU 
diatur dalam Pasal 186 ayat (2) dan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”). 
Pasal tersebut menyatakan bahwa: 

“Jika fakta yang menjadi objek perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak 
dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan, hakim dapat menetapkan penetapan 
pembuktian sederhana.” 

Prinsip penentuan pembuktian sederhana ini sebenarnya juga diatur dalam Pasal 154 ayat 
(2) dan Pasal 190 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang 
mengatur tentang tata cara pembuktian dalam perkara perdata. 

Dalam hal persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, penentuan pembuktian 
sederhana dapat dilakukan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan. 
Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara perdata yang pada intinya adalah untuk mencapai 
keadilan dengan cara yang efisien. 

2. Implementasi Penentuan Pembuktian Sederhana 
Dalam implementasinya, penentuan pembuktian sederhana dapat membantu mempercepat 

proses persidangan. Sebagai contoh, jika pihak penggugat dalam persidangan telah 
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mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa terdapat utang piutang antara pihak 
penggugat dengan pihak tergugat, dan pihak tergugat tidak membantahnya, maka hakim 
dapat menggunakan penentuan pembuktian sederhana untuk menghindari pengulangan 
bukti yang sama pada saat sidang berikutnya. 

Namun, penentuan pembuktian sederhana juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu 
kelemahan utamanya adalah bahwa hakim harus berhati-hati dalam menilai fakta yang 
diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan. Jika hakim 
salah menilai fakta tersebut, hal ini dapat mempengaruhi putusan akhir persidangan. 

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana 
dapat menghambat hakim untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai 
fakta-fakta yang relevan dalam persidangan. 

Oleh karena itu, penentuan pembuktian sederhana harus digunakan dengan hati-hati dan 
dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim sebelum memutuskan untuk 
menggunakannya dalam persidangan. 

3. Persyaratan Penentuan Pembuktian Sederhana 
Meskipun penentuan pembuktian sederhana dapat membantu mempercepat proses 

persidangan, namun tidak semua persidangan dapat menggunakan. 
Untuk dapat menentukan apakah pengaturan dan implementasi dalam persidangan PKPU 

telah mewujudkan rasa keadilan, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses persidangan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, secara umum, pengaturan dan 
implementasi dalam persidangan PKPU dirancang untuk memastikan terpenuhinya rasa 
keadilan dalam perkara. 

Dalam persidangan PKPU, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah suatu 
perusahaan dalam keadaan pailit dan perlu diadakan penyelesaian terhadap utang-utang yang 
belum terbayar. Proses persidangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum 
yang berlaku, seperti prinsip kepastian hukum, prinsip keterbukaan, prinsip kewajaran, prinsip 
non-diskriminasi, dan prinsip keadilan. 

Selain itu, dalam persidangan PKPU, pihak-pihak yang terlibat, seperti pihak penggugat dan 
pihak tergugat, memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan diri dan memberikan 
alasan-alasan mereka. Adanya kesempatan tersebut dapat memastikan bahwa keputusan yang 
diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu 
pihak. 

Namun, seperti halnya dalam setiap proses hukum, terdapat kemungkinan terjadinya 
ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya, 
terdapat kemungkinan terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan dalam penilaian terhadap 
bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. 

Dalam hal ini, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan PKPU untuk 
memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan transparan, adil, dan mengikuti 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pengaturan 
dan implementasi dalam persidangan PKPU dapat mewujudkan rasa keadilan dalam perkara. 

B. Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan dan 
PKPU Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum 

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan 
memungkinkan hakim untuk menentukan apakah suatu fakta dapat dianggap telah diakui oleh 
pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat digunakan 
penentuan pembuktian sederhana atau tidak. 

Dalam persidangan permohonan Kepailitan, penentuan pembuktian sederhana dapat 
digunakan dalam hal-hal seperti: 
1. Terdapat klaim tunggakan piutang yang tidak dipersoalkan oleh pihak yang berkepentingan. 
2. Terdapat fakta yang diakui oleh pihak lawan. 
3. Terdapat fakta yang dikuatkan oleh alat bukti seperti akta otentik. 

Dalam hal-hal seperti ini, penggunaan penentuan pembuktian sederhana dapat 
mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak 
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yang terlibat dalam persidangan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kepastian 
hukum dan keadilan dalam perkara harus tetap dijamin. 

Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara matang sebelum menggunakan 
penentuan pembuktian sederhana. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan 
pembuktian sederhana tidak akan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam 
perkara. Hakim juga harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana 
memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik dalam perkara. 

Dalam hal-hal yang lebih kompleks, penggunaan penentuan pembuktian sederhana 
mungkin tidak cocok. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kompleksitas perkara 
dalam menentukan penggunaan penentuan pembuktian sederhana. 

Dalam kesimpulannya, diskresi penentuan pembuktian sederhana dapat digunakan dalam 
persidangan permohonan Kepailitan dalam beberapa situasi, seperti terdapat klaim tunggakan 
piutang yang tidak dipersoalkan atau fakta yang diakui oleh pihak lawan. Namun, penggunaan 
penentuan pembuktian sederhana harus dipertimbangkan secara matang agar tidak 
mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara. Hakim harus memastikan bahwa 
penggunaan penentuan pembuktian sederhana memenuhi persyaratan hukum yang berlaku 
dan memenuhi kepentingan publik dalam perkara. 

Diskresi penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan Kepailitan dan 
PKPU dalam mewujudkan kepastian hukum: 
1. Pengertian Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana 

Diskresi penentuan pembuktian sederhana merupakan hakim untuk menilai dan 
memutuskan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan penentuan 
pembuktian sederhana atau tidak. Diskresi ini diberikan berdasarkan pertimbangan hakim 
atas fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan. 

Dalam persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, diskresi penentuan pembuktian 
sederhana merupakan wewenang hakim untuk menentukan apakah fakta yang menjadi 
objek perselisihan telah diakui oleh pihak lawan atau tidak dipersoalkan oleh pihak yang 
berkepentingan sehingga dapat digunakan penentuan pembuktian sederhana atau tidak. 

2. Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana dan Kepastian Hukum 
Diskresi penentuan pembuktian sederhana memainkan peran penting dalam mewujudkan 

kepastian hukum. Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan dan PKPU, 
penggunaan penentuan pembuktian sederhana dapat mempercepat proses persidangan dan 
mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. 

Namun, kepastian hukum yang dihasilkan dari penggunaan penentuan pembuktian 
sederhana harus tetap dijamin. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara 
matang sebelum menggunakan penentuan pembuktian sederhana. Hakim harus memastikan 
bahwa penggunaan penentuan pembuktian sederhana tidak akan mengorbankan kepastian 
hukum dan keadilan dalam perkara. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana 
Dalam menentukan penggunaan penentuan pembuktian sederhana, hakim harus 

mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: 
a. Kompleksitas perkara Hakim harus mempertimbangkan apakah perkara yang sedang 

dipersidangkan kompleks atau sederhana. Jika perkara kompleks, maka penggunaan 
penentuan pembuktian sederhana mungkin tidak cocok. 

b. Kepastian hukum Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian 
sederhana tidak mengorbankan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara. 

c. Persyaratan hukum Hakim harus memastikan bahwa penggunaan penentuan pembuktian 
sederhana memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. 

d. Kepentingan publik Hakim harus mempertimbangkan apakah penggunaan penentuan 
pembuktian sederhana memenuhi kepentingan publik dalam perkara. 

Unsur kepuasan hukum sendiri terkait dengan bagaimana suatu proses hukum dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan akses terhadap hukum. 
Dalam konteks persidangan permohonan Kepailitan, unsur kepuasan hukum dapat terpenuhi 
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apabila proses persidangan berjalan dengan transparan, terbuka, adil, dan menghasilkan 
keputusan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang terlibat. 

Dalam hal penggunaan diskresi penentuan pembuktian sederhana, kepuasan hukum dapat 
terpenuhi apabila hakim mempertimbangkan dengan matang apakah penggunaan tersebut 
memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak mengorbankan kepastian hukum dan 
keadilan dalam perkara. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang 
terlibat dalam perkara memperoleh akses yang memadai terhadap proses persidangan dan 
mendapatkan keputusan yang jelas dan dapat dipahami. 

Dengan demikian, untuk dapat menentukan apakah penjelasan di atas telah mewakili unsur 
kepuasan hukum, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap seluruh proses persidangan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

Kriteria pembuktian sederhana dalam permohonan Kepailitan dan PKPU belum diatur 
secara jelas dan rinci dalam UUK-PKPU. Pembuktian terkait “fakta atau keadaan yang terbukti 
secara sederhana” merupakan beban dari si pemohon pailit. Pemohon pailit wajib membuktikan 
keadaan adanya 2 (dua) kreditor dan 1 (satu) utang sudah jatuh tempo yang belum dibayar, tetapi 
pada kenyataannya mekanisme pembuktian sederhana itu masih lebih didominasi dengan praktik 
diskresi hakim niaga yang memutus perkara kepailitan dan PKPU tersebut. 

Diskresi hakim dalam penerapan kriteria pembuktian sederhana untuk menciptakan 
kepastian hukum itu belum terwujud. Dalam perkara dengan kasus posisi yang serupa namun 
berbeda hakimnya, memperoleh kesimpulan dan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, 
menunggu terbitnya undang-undang kepailitan yang baru, seharusnya diterbitkan suatu pedoman 
yang menjadi acuan dalam lingkup peradilan niaga agar diskresi hakim niaga terkait kriteria 
pembuktian sederhana dalam tidak terlalu jauh menyimpang sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum. 
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